BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di lembaga

pemerintahan dilaksanakan di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi

Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah

Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Juli — 5

Juli 2018. Berdasarkan kegiatan PKPA tersebut dapat disimpulkan

bahwa:

1. Kegiatan PKPA meningkatkan pemahaman calon apoteker
tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker
dalam lembaga pemerintahan.

2. Kegiatan PKPA membekali calon apoteker sehingga memiliki
wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis
untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga
pemerintahan.

3. Kegiatan PKPA mempersiapkan calon apoteker dalam

memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5.2  Saran

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di bidang
pemerintahan di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian
dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Juli — 5 Juli 2018.
Berdasarkan kegiatan PKPA tersebut dapat diberikan saran bahwa

kegiatan PKPA di lembaga pemerintahan di Bidang Sumber Daya
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Kesehatan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan
Perbekalan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
perlu diterapkan pada PKPA periode selanjutnya karena telah dapat
meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi,
posisi dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga pemerintahan,

serta pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
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